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[bookmark: _Toc224048001]BAB I
PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc224048002]1.1 Latar Belakang
Pembangunan provinsi yang dilaksanakan pemerintah secara berkelanjutan merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membutuhkan sumber dana yang stabil dan berkelanjutan, seperti pendapatan dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat paksa dan harus dibayar oleh orang pribadi atau badan usaha tanpa mendapat imbalan langsung. Dana pajak akan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga wajib pajak harus menjalankan kewajiban perpajakan agar pemerintah dapat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa terganggu.
Pemerintah provinsi bertugas menjalankan pembangunan di tingkat daerah dengan mengatur sumber pendapatan yang menopang pelaksanaan otonomi daerah. Dana yang digunakan untuk pembangunan provinsi diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dana dari pemerintah pusat, serta sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Sumber pendapatan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam membiayai kebutuhan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen utama yang dikelola oleh pemerintah provinsi untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan adanya PAD, pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Salah satu sumber pokok PAD berasal dari sektor pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap total penerimaan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan kewenangannya, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak-pajak yang berada di bawah wewenang pemerintah provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Jenis pajak tersebut memiliki peran besar dalam mendukung keuangan daerah serta berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang mendorong pertumbuhan daerah secara berkelanjutan.
[bookmark: _Toc215464558][bookmark: _Toc216026489][bookmark: _Toc219957975][bookmark: _Toc220273564][bookmark: _Toc224078598][bookmark: _Toc224078778][bookmark: _Hlk215231119]Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	No
	Jenis Pajak
	Penerimaan (Rupiah)

	1
	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	Rp 1.419.943.632.225 

	2
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	Rp 1.576.232.699.700 

	3
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	Rp 5.235.191.665.571 

	4
	Pajak Air Permukaan
	Rp      12.682.182.248 

	5
	Pajak Rokok
	Rp    308.722.425.832 

	Jumlah Pajak yang diterima
	Rp 8.552.772.605.576 


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2024 total realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp8.552.772.605.576, dengan PKB menempati posisi ketiga sebagai sumber kontribusi terbesar melalui penerimaan sebesar Rp1.419.943.632.225. Besarnya kontribusi PKB menunjukkan peran pentingnya sebagai salah satu penopang utama PAD, terutama karena tingginya kepemilikan kendaraan bermotor di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda yang memiliki jumlah kendaraan terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan PKB menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan PAD di Provinsi Kalimantan Timur.
Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan daerah karena berkaitan langsung dengan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor yang cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Banyaknya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan pribadi menjadikan PKB sebagai sumber penerimaan berkelanjutan bagi daerah, sehingga mendorong pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dana untuk pembangunan wilayah (Hanifah et al., 2023). 
[bookmark: _Toc201778694][bookmark: _Toc201826941][bookmark: _Toc202414157][bookmark: _Toc202441869][bookmark: _Toc202444390][bookmark: _Toc202466848][bookmark: _Toc202504384]Di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, arus lalu lintas semakin padat karena adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Secara teoritis, peningkatan jumlah kendaraan seharusnya berbanding lurus dengan kenaikan penerimaan PKB. Pertumbuhan jumlah kendaraan ini dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang meningkat, serta posisi Samarinda sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan yang menarik banyak penduduk dari daerah sekitar. Namun, meskipun jumlah kendaraan terus meningkat serta aktivitas lalu lintas semakin padat, kepatuhan wajib pajak tidak mengalami peningkatan sehingga banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran PKB secara tepat waktu dan sesuai dengan masa jatuh temponya.
[bookmark: _Toc215464559][bookmark: _Toc216026490][bookmark: _Toc219957976][bookmark: _Toc220273565][bookmark: _Toc224078599][bookmark: _Toc224078779]Tabel 1. 2 Wajib Pajak Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
	No
	Tahun
	Roda 2
	Roda 4
	Jumlah

	1
	2020
	28.636
	3.601
	32.237

	2
	2021
	24.760
	3.497
	28.257

	3
	2022
	25.027
	3.648
	28.675

	4
	2023
	32.538
	6.193
	38.731

	5
	2024
	44.684
	9.856
	54.540

	Total
	         155.645
	             26.795
	             182.440


Sumber : SAMSAT Induk Kota Samarinda
Berdasarkan data dari SAMSAT Induk Kota Samarinda, jumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran PKB menunjukkan peningkatan ketidakpatuhan dari tahun 2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, hingga akhir tahun 2024, terdapat 182.440 wajib pajak yang memiliki kendaraan roda dua atau roda empat dan belum membayar pajaknya. Fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan kenaikan ketidakpatuhan wajib pajak seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. 
Ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk memahami faktor-faktor yang berperan dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka telah disajikan dalam beberapa faktor yaitu, kesadaran wajib pajak dan tingkat penghasilan serta perkembangan infrastruktur.
Kesadaran wajib pajak merupakan elemen fundamental yang menetukan niat dan perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Salah satu syarat wajib munculnya keinginan untuk membayar pajak adalah kemauan diri sendiri yang didasari pola pikir dalam merasakan, dan mengolah informasi sehingga membentuk sebuah keputusan rasional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang berarti sadarnya wajib pajak sangat efektif dalam mengurangi ketidakpatuhan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari et al., (2023) dan Widi et al., (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marpaung et al., (2024) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jadi, dapat dikatakan bahwa jika kesadaran yang dimiliki wajib pajak meningkat maka ketidakpatuhan akan semakin rendah. Namun penelitian lain justru menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak selalu efektif seperti penelitian yang dilakukan oleh Hanvansen & Wenny, (2022) dan Dewi et al., (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh Rismawati et al., (2024) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Tingkat penghasilan merupakan aspek yang menentukan kondisi perekonomian seseorang. Walaupun mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan finansial maka akan mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Wajib pajak dengan penghasilan menengah keatas umumnya mempunyai kemampuan yang dapat menyisihkan sebagian penghasilannya guna membayar pajak. Sebaliknya, wajib pajak dengan penghasilan menengah kebawah cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan kewajiban pajak.  Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rismawati et al., (2024) dan Marpaung et al., (2024) menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2023) menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jadi, dapat dikatakan bahwa jika wajib pajak mempunyai tingkat penghasilan yang besar maka relatif lebih rendah tingkat ketidakpatuhannya. Namun penelitian lain justru menemukan bahwa tingkat penghasilan tidak mempengaruhi seseorang untuk menjalankan kewajiban perpajakan seperti penelitian yang dilakukan oleh Adilin & Efraim, (2024) dan Widi et al., (2020) menyatakan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
Faktor struktural juga turut membentuk pola kepatuhan wajib pajak. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik fisik maupun digital, menjadi salah satu indikator kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Masyarakat cenderung menilai manfaat pajak melalui hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung. Namun, pajak pada hakikatnya tidak memberikan keuntungan langsung kepada pembayarnya. Oleh karena itu, bentuk timbal balik yang diharapkan masyarakat adalah meningkatnya kenyamanan dan kemudahan melalui penyediaan sarana dan prasarana publik. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriani & Fakhroni, (2024) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kualitas infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Damayanti et al., (2025) menyatakan kualitas infrastruktur jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan roda dua.
Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Marpaung et al., (2024), Rismawati et al., (2024), Sari et al, (2023), dan Widi et al., (2020) yaitu penelitian yang berfokus pada kesadaran wajib pajak dan tingkat penghasilan. Pembaharuan untuk studi ini dengan mengimbuhkan 1 (satu) variabel bebas baru yaitu perkembangan infrastruktur. Variabel tersebut ditambahkan sebagai variabel bebas untuk memperluas cakupan analisis dan memberikan perspektif baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penambahan variabel perkembangan infrastruktur diharapkan dapat menjelaskan secara terperinci hubungan antara kondisi lingkungan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak.
Kota Samarinda dipilih sebagai objek penelitian karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun diikuti oleh peningkatan tunggakan pajak. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah kepatuhan yang akan dikaji lebih lanjut. Selain itu, research gap yang telah dijelaskan sebelumnya juga relevan pada kondisi kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti terdorong melakukan penelitian di SAMSAT yang ada di Kota Samarinda dengan responden wajib pajak kendaraan bermotor menggunakan variabel-variabel yang relevan dengan judul penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Penghasilan serta Perkembangan Infrastruktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda”.
[bookmark: _Toc224048003]1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka di peroleh rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda?
2. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda?
3. Apakah perkembangan infrastruktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda?
[bookmark: _Toc224048004]1.3 Tujuan Penelitian
[bookmark: _Hlk215076765]Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.
3. Untuk menguji pengaruh perkembangan infrastruktur terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.
1.4 [bookmark: _Toc224048005]Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis:
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan daerah, khususnya dalam peningkatan pemahaman kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian terkait kesadaran wajib pajak dan tingkat penghasilan serta perkembangan infrastruktrur dalam membentuk niat dan perilaku wajib pajak.
2. Manfaat Praktis:
a. Bagi Wajib Pajak 
Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak, meningkatkan pemahaman mengenai manfaat pajak, dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.
b. Bagi SAMSAT Kota Samarinda
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menilai fleksibilitas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang diterapkan saat ini, dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, dengan memperhatikan tingkat penghasilan masyarakat serta perbaikan dan pengembangan infrastruktur yang dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda.
c. Bagi peneliti selanjutnya 
Sebagai acuan atau landasan teori untuk penelitian lebih lanjut mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya yang menggabungkan aspek kesadaran yang menjadi persepsi wajib pajak dalam bertindak dan tingkat penghasilan yang mencerminkan kondisi ekonomi wajib pajak serta perkembangan infrastruktur dalam satu model analisis kuantitatif. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan kota selain Samarinda sebagai pembanding.  
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[bookmark: _Toc224048006]BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _Toc224048007]Landasan Teori (Pahami Teori)
[bookmark: _Toc224048008]2.1.1 Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior)
Teori Perilaku Terencana atau Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 dan resmi diperkenalkan pada tahun 1991 sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Menurut Ajzen (1991) dalam Theory of Planned Behavior, niat dari dalam diri mempengaruhi secara langsung seseorang dalam bertindak atau berperilaku. TPB menyempurnakan TRA yang hanya memiliki dua variabel sebagai faktor internal seseorang dalam berperilaku. Dalam TPB menambahkan satu variabel baru, yaitu Perceived Behavioral Control sebagai faktor eksternal dari niat seseorang sebelum berperilaku.
Inti dari TPB adalah teori yang menguraikan tentang jika seseorang ingin melakukan tindakan maka harus mempunyai niat terlebih dahulu. Niat dalam diri sendiri sangat berpengaruh karena semakin kuat niat seseorang, semakin tinggi pula keinginan untuk bertindak. TPB menguraikan bahwa landasan seseorang dalam bertindak adalah dengan 3 (tiga) faktor, yaitu, attitude toward the behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control. Pertama yaitu, attitude toward the behavior merupakan perilaku seseorang dipengaruhi oleh harapan hasil dari suatu tindakan yang menjadi penentu seseorang untuk bertindak. Kedua adalah subjective norm yaitu, perilaku seseorang dipengaruhi oleh dukungan sosial dari lingkungan terdekat seperti keluarga atau teman dalam memutuskan melakukan suatu perilaku. Ketiga adalah perceived behavioral control yaitu, niat berperilaku seseorang dipengaruhi oleh kemudahan atau kesulitan berdasarkan pengalaman individu yang dapat menjadi kesempatan atau hambatan terlaksananya perilaku seseorang. 
Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan penelitian ini, berlandaskan hal ini dapat dikatakan bahwa membayar pajak merupakan bentuk perilaku yang muncul dari niat seseorang untuk melunaskan tanggung jawab sosialnya terhadap peraturan yang berlaku. Seseorang yang memiliki niat untuk membayar pajak menunjukkan awal dari terbentuknya perilaku yang baik dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sehingga akan meminimalisir terjadinya penunggakan pajak. Dengan adanya tindakan dan pandangan tersebut, seseorang akan membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan serta memiliki dorongan untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
[bookmark: _Toc224048009]2.1.2 Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, asas otonomi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengola urusan pemerintahan secara mandiri, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pemasukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata (Hanifah et al., 2023). Pelaksanaan otonomi yang disertai kebijakan yang tepat dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan fasilitas umum dari waktu ke waktu (Rizki et al., 2023).
Untuk memastikan otonomi daerah berjalan dengan lancar, kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan menjadi hal yang sangat penting. Salah satu sumber utama yang dapat menopang keuangan daerah adalah pajak daerah (Widi et al., 2020). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi dikelola oleh pemerintah provinsi sedangkan pajak kabupaten/kota dikelola oleh pemerintah lokal dengan mencakup kegiatan ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat. Kedua jenis pajak tersebut berperan penting dalam mendukung PAD untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
[bookmark: _Toc224048010]2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB adalah salah satu pajak daerah yang pemungutannya dikenakan pada individu atau badan sebagai pemilik kendaraan bermotor seperti, sepeda motor, mobil, truk, bus, maupun kendaraan jenis lainnya. PKB diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengelolaan PKB berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kota yang terbesar di suatu wilayah, dengan implementasi yang turut melibatkan pemerintah kabupaten/kota guna mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan efisien (Kusumawati & Rachman, 2021).
Dana dari PKB dapat menunjang PAD. Hal ini karena PKB memiliki penerimaan dengan cakupan yang luas, yaitu dari jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat dengan jumlah yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. PKB tidak hanya berdampak pada PAD, tetapi juga berdampak pada pengelolaan dan pembiayaan pembangunan daerah yang merupakan cerminanan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi dana pajak.
[bookmark: _Toc224048011]2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “patuh” diartikan sebagai menuruti perintah, tunduk, dan tidak melawan. Berdasarkan makna tersebut, kepatuhan dapat dipahami sebagai sikap sadar untuk menaati aturan tanpa paksaan dari pihak luar. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah kesediaan individu atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara.
Sikap patuh tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kesadaran yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dan tingkat penghasilan yang mencerminkan kondisi ekonomi wajib pajak serta perkembangan infrastruktur sebagai kondisi lingkungan yang dapat dirasakan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap manfaat dan pentingnya membayar pajak, sehingga membentuk dorongan untuk menaati ketentuan perpajakan.
Kewajiban membayar PKB juga berkaitan langsung dengan administrasi kendaraan, karena pembayaran dilakukan bersamaan dengan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pembayaran yang dilakukan tepat waktu membantu wajib pajak terhindar dari sanksi atau penilangan serta menjaga ketertiban administrasi kendaraan. Selain memberikan manfaat bagi wajib pajak, kepatuhan PKB turut meningkatkan PAD yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan.
Menurut Wardani & Rumiyatun, (2017), indikator-indikator dalam Kepatuhan Wajib Pajak meliputi:
1. Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Ketepatan waktu dalam membayar pajak.
3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak.
4. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.
[bookmark: _Toc224048012]2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak merupakan rasa tanggung jawab seseorang sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak serta memahami tujuan dari pemenuhan kewajiban tersebut (Hidayat & Maulana, 2022). Salah satu bentuk kesadaran dapat terlihat dari motivasi dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Dengan kesadaran individu yang tinggi, keinginan untuk membayar pajak juga akan meningkat terlepas dari perasaan suka atau tidak suka, karena hal ini merupakan bentuk kewajiban warga negara yang patuh terhadap peraturan yang berlaku.
Kesadaran wajib pajak tidak terbentuk secara instan, adanya faktor seperti pengetahuan wajib pajak yang dapat menimbulkan kesadaran dan meningkatkan nilai kepatuhan dalam membayar pajak (Cendana & Pradana, 2021). Masyarakat cenderung menilai sistem perpajakan berdasarkan penilaian yang tidak wajar dan tidak berdasar. Ketika wajib pajak memiliki persepsi bahwa membayar pajak tidaklah penting, maka akan menumbuhkan pandangan negatif terhadap sistem perpajakan dan dapat menghambat tumbuhnya kesadaran bahwa pajak itu bersifat wajib bagi setiap orang. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya strategis untuk membentuk pola pikir positif di masyarakat terhadap pembayaran pajak.
Menurut Marpaung et al., (2024) wajib pajak yang memiliki taraf kesadaran yang tinggi cenderung tidak menunggak pembayaran pajak karena adanya pemahaman bahwa pembayaran pajak adalah bentuk pengabdian diri kepada negara dan penunjang pembangunan daerah. Dari sikap sadar maka akan meningkatkan loyalitas dan kedisiplinan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, termasuk dalam menghadapi perubahan kebijakan di masa mendatang dan membayar pajak tepat waktu dengan jumlah yang benar.
Menurut Rahayu (2017:194) dikutip oleh Pangestu & Iswara, (2022) indikator-indikator dalam Kesadaran Wajib Pajak meliputi:
1. Keinginan wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Pengetahuan wajib pajak mengenai manfaat pajak.
3. Pengetahuan wajib pajak mengenai tujuan adanya pajak.
4. Kedisiplinan dan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak.
[bookmark: _Toc224048013]2.1.6 Tingkat Penghasilan
Penghasilan merupakan imbalan yang diperoleh seseorang setelah melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Rismawati et al., 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan ialah tambahan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ataupun menambah kekayaan yang dimiliki. 
Menurut Sundara & Nuraini, (2025) kepatuhan membayar pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya untuk menyisihkan sebagian pendapatannya guna membayar pajak. Sebaliknya, apabila tingkat penghasilan relatif rendah, wajib pajak cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan dengan membayar pajak. Kondisi keuangan dan stabilitas ekonomi individu merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena bahkan individu dengan penghasilan yang cukup pun dapat mengalami masalah keuangan yang berdampak pada tingkat kepatuhan. 
Menurut Marpaung et al., (2024) indikator-indikator dalam Tingkat Penghasilan meliputi:
1. Sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan. 
2. Taat membayar pajak meskipun penghasilan rendah.
3. Penghasilan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban.
4. Jumlah penghasilan tidak menghalangi dalam membayar pajak.
[bookmark: _Toc224048014]2.1.7 Perkembangan Infrastruktur
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) infrastruktur merupakan sarana dan prasarana umum. Pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha yang dilakukan secara terencana untuk mendorong pertumbuhan dan perubahan yang menjadi penunjang utama terselenggaranya proses pembangunan dalam suatu wilayah (Gultom & Tini, 2020). Infrastruktur dapat berupa fasilitas fisik seperti jalan, jembatan, drainase, bendungan, dan bangunan umum lainnya, serta fasilitas teknis yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang aktivitas masyarakat. Selain itu, terdapat pula infrastruktur sosial, seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, penerimaan pajak daerah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan demikian, infrastruktur memiliki peran nyata sebagai hasil dari pemanfaatan dana pajak yang telah dibayarkan, serta menjadi bukti atas kontribusi pajak.
Kecenderungan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sering dipengaruhi oleh manfaat yang dapat dirasakan dari penggunaan dana pajak. Masyarakat cenderung lebih patuh apabila melihat bahwa pajak yang telah dibayarkan diwujudukan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dapat dinikmati secara langsung. Namun, pengaruh tersebut tidak selalu sama karena persepsi masyarakat terhadap kualitas dan pemerataan infrastruktur turut mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah. Infrastruktur yang baik dan merata dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memperkuat keyakinan bahwa pajak memberikan manfaat nyata. Sebaliknya, infrastruktur yang buruk atau tidak merata dapat menurunkan kepercayaan dan membuat masyarakat merasa bahwa kepatuhan pajak tidak dihargai. 
Persepsi negatif dapat muncul ketika fasilitas publik dianggap tidak sebanding dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan, atau jika terdapat masalah seperti korupsi dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Tantangan tersebut dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa dana pajak digunakan secara transparan, efektif, dan merata. Selain itu, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana pajak juga menjadi langkah penting untuk membangun pemahaman dan kepercayaan publik. Dengan adanya hubungan yang jelas antara pembayaran pajak dan peningkatan kualitas infrastruktur, kepatuhan wajib pajak dapat tumbuh lebih kuat, berkelanjutan, dan di dukung oleh kepercayaan masyarakat.
Menurut Damayanti et al., (2025) indikator-indikator dalam Perkembangan Infrastruktur dapat diukur melalui beberapa indikator yang berkaitan dengan kualitas dan pemerataan sarana transportasi publik, khususnya jalan raya. Indikator tersebut meliputi:
1. Ketersediaan infrastruktur jalan yang layak dan aman. 
2. Kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan. 
3. Ketersediaan fasilitas infrastruktur yang mendukung pelayanan pajak. 
4. Manfaat langsung infrastruktur terhadap aktivitas dan mobilitas wajib pajak.
2.2 [bookmark: _Toc224048015]Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi peneliti untuk memperkuat dasar teoritis dan memberikan gambaran empiris terhadap topik yang diteliti. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai tolak ukur untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang dilakukan memiliki landasan ilmiah yang kuat, serta untuk mengevaluasi kesesuaian antara teori dan hasil penelitian sebelumnya. Tabel berikut menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini:
[bookmark: _Toc215464575][bookmark: _Toc216026496][bookmark: _Toc219957985][bookmark: _Toc220273574][bookmark: _Toc224078611][bookmark: _Toc224078785]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No.
	Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1.
	Sari et al., (2023)
	Variabel independen
X1 = Kesadaran Wajib Pajak
X2 = Kewajiban Moral
X3 = Tingkat Penghasilan
X4 = Pelayanan Fiskus
X5 = Sanksi
Variabel dependen
Y= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Hasil penelitian membuktikan bahwa:
1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

	2.
	Widi et al., (2020)
	Variabel independen
X1 = Kesadaran Wajib Pajak 
X2 = Tingkat Penghasilan
X3 = Akuntabilitas Pelayanan Publik
Variabel dependen
Y= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Hasil penelitian membuktikan bahwa:
1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Surakarta.
2. Tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Surakarta.

	3.
	Marpaung et al., (2024)
	Variabel independen
X1 = Pengetahuan Pajak 
X2 = Kesadaran Wajib Pajak
X3 = Tingkat Penghasilan
X4 = Sanksi Perpajakan
Variabel dependen
Y= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Hasil penelitian membuktikan bahwa:
1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Sidikalang. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Sidikalang sudah memiliki kesadaran yang baik dan sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Sidikalang.

	4.
	Hanvansen & Wenny, (2022)
	Variabel independen
X1 = Kesadaran Wajib Pajak 
Variabel dependen
Y= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Variabel Intervening
Z= Sanksi Pajak
	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Palembang.

	5.
	Dewi et al., (2022)
	Variabel independen
X1 = Kesadaran Wajib Pajak
X2 = Kualitas Pelayanan
X3 = Kewajiban Moral
X4 = Biaya Kepatuhan
X5 = Sanksi
Variabel dependen
Y= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mengidikasikan bahwa kesadaran wajib pajak bukan merupakan faktor penting yang menentukan kepatuhan wajib pajak.

	6.
	Rismawati et al., (2024)
	Variabel independen
X1 = Pengetahuan Pajak 
X2 = Kesadaran Wajib Pajak
X3 = Tingkat Penghasilan
X4 = Sanksi Pajak
Variabel dependen
Y= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Hasil penelitian membuktikan bahwa:
1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Samarinda. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di SAMSAT Samarinda belum memiliki kesadaran yang baik mengenai pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Samarinda.

	7.
	Adilin & Efraim, (2024)
	Variabel independen
X1 = Tingkat Penghasilan
X2 = Pengetahuan Pajak
X3 = Kesadaran Wajib Pajak
Variabel dependen
Y= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Hasil penelitian membuktikan bahwa:
1. Kesadaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Tingkat penghasilan wajib pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

	8.
	Febriani & Fakhroni, (2024)
	Variabel independen
X1 = Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jalan 
X2 = Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jembatan
Variabel dependen
Y= Kemauan Membayar Pajak
Variabel Intervening
Z= Transparansi Informasi
	Hasil penelitian membuktikan bahwa:
1. Persepsi wajib pajak tentang kualitas jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak daerah.
2. Persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jembatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

	9.
	Damayanti et al., (2025)
	Variabel independen
X1 = Kualitas Infrastruktur Jalan 
X2 = Kualitas Pelayanan Pajak
Variabel dependen
Y= Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Roda Dua
	Kualitas infrastruktur jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan roda dua di Kota Jakarta


Sumber : Penelitian Terdahulu (2025)
2.3 [bookmark: _Toc224048016]Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual merupakan suatu pola berpikir yang menggambarkan hubungan antara teori dan variabel-variabel yang diteliti, sehingga dapat menjelaskan keterkaitan antar faktor yang diidentifikasi sebagai permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka konsep disusun untuk menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak dan tingkat penghasilan serta perkembangan infrastruktur diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hipotesis yang telah dipaparkan, maka kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Theory of Planned Behavior (TPB)
Attitude Toward the Behavior
Subjective Norm
Perceived Behavioral Control
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Tingkat Penghasilan
Kesadaran Wajib Pajak
Perkembangan Infrastruktur











[bookmark: _Toc215465016][bookmark: _Toc216026572][bookmark: _Toc220273644][bookmark: _Toc224078860]Gambar 2. 1 Kerangka Konsep

Sumber : Pengembangan dalam Penelitian Ini (2025)
2.4 [bookmark: _Toc224048017]Pengembangan Hipotesis
[bookmark: _Toc224048018]2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Kesadaran wajib pajak merupakan dorongan diri seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dengan pemahaman, tanggung jawab, serta keinginan pribadi yang tulus dan ikhlas. Secara psikologis, kesadaran wajib dapat dipahami sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial dan moral wajib pajak terhadap negara.
Teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) relevan dengan penelitian ini karena kesadaran merupakan Attitude Toward the Behavior yaitu suatu motivasi dalam diri yang terbentuk oleh niat berperilaku seseorang seperti, niat berupa pemikiran positif dan pengendalian diri yang baik dalam menilai perpajakan. Jadi, dari kesadasaran seseorang akan menimbulkan niat berperilaku mau itu niat positif yaitu membayarkan pajaknya ataupun niat negatif yaitu tidak ingin melakukan pembayaran perpajakan.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari et al., (2023) dan Widi et al., (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marpaung et al., (2024) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, dapat dikatakan bahwa jika kesadaran yang dimiliki wajib pajak meningkat maka semakin rendah tingkat ketidakpatuhan.  Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
[bookmark: _Toc224048019]2.4.2 Pengaruh Tingkat  Penghasilan Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor
Penghasilan merupakan hasil yang diterima seseorang dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan atas pekerjaan, atau jasa yang telah dilakukan. Tingkat penghasilan mencerminkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer seperti papan, pangan, dan sandang, maupun kewajiban sekunder seperti pembayaran pajak. Seseorang dengan tingkat penghasilan tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih besar untuk menyisihkan sebagian pendapatannya guna melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, seseorang dengan penghasilan rendah umunya lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan membayar pajak kendaraan bermotor.
Teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) relevan dengan penelitian ini karena tingkat penghasilan berperan sebagai faktor yang mempengaruhi perceived behavioral control dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi, dari tingkat penghasilan yang menjadi tolak ukur seseorang untuk membayarkan pajaknya, tolak ukur ini bukan semata-mata didasari oleh keinginan pribadi, tetapi dipengaruhi oleh kemampuan dan ketidakmampuan dalam membayar pajak.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rismawati et al., (2024) dan Marpaung et al., (2024) menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2023) menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jadi, dapat dikatakan bahwa jika wajib pajak mempunyai tingkat penghasilan yang besar maka relatif lebih rendah tingkat ketidakpatuhannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
H2 : Tingkat Penghasilan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
[bookmark: _Toc224048020]2.4.3 Pengaruh Perkembangan Infrastruktur  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor
Infrastruktur merupakan fasilitas teknis, fisik, sistem, serta perangkat keras dan lunak yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Perkembangan infrastruktur merupakan pembaruan dan peningkatan kualitas fasilitas umum yang dibiayai dari penerimaan pajak daerah. Pembaruan fasilitas publik menjadi bentuk nyata pengelolaan dana pajak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika masyarakat merasakan manfaat dari penggunaan dari pajak melalui peningkatan infrastruktur, maka hal ini akan menumbuhkan rasa puas dan menambah kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga mendorong kepatuhan dalam membayar pajak.
Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) relevan dengan penelitian ini karena perkembangan infrastruktur dapat memengaruhi Subjective Norm dalam masyarakat, yaitu persepsi atau tekanan sosial yang dirasakan individu terkait perilaku membayar pajak. Ketika masyarakat menilai bahwa pajak yang dibayarkan dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang nyata, maka akan terbentuk persepsi positif terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi positif tersebut dapat mendorong munculnya dukungan sosial di lingkungan masyarakat, sehingga individu merasa memiliki tanggung jawab serta kendali untuk turut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak. Selain itu, penilaian yang baik terhadap pengelolaan pajak juga dapat menyebar melalui komunikasi antar masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat norma sosial yang mendukung perilaku patuh dalam membayar pajak.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriani & Fakhroni, (2024) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kualitas infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas infrastruktur yang dirasakan oleh masyarakat sebagai hasil dari pemanfaatan dana pajak, maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, pengelolaan infrastruktur yang baik oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendorong meningkatnya keinginan membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
H3 : Perkembangan Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor


2.5 [bookmark: _Toc224048021]Model Penelitian
Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menyusun model penelitian guna menggambarkan hubungan konseptual antara variabel-variabel yang berperan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang disajikan sebagai berikut:
[bookmark: _Toc215465017][bookmark: _Toc216026573][bookmark: _Toc220273645][bookmark: _Toc224078861]Gambar 2. 2 Model Penelitian
Tingkat Penghasilan (X2)
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
Perkembangan Infrastruktur (X3)
Kesadaran Wajib Pajak (X1)
H1 +
H2 +
H3 +

[bookmark: _Toc201778888]










Sumber : Pengembang dalam Penelitian Ini (2025)

















[bookmark: _Toc201690377][bookmark: _Toc202468049][bookmark: _Toc224048022]BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc224048023]Definisi Operasional
Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan tingkat penghasilan serta perkembangan infrastruktur terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda akan ditentukan berdasarkan definisi operasional sebagai berikut:
3.1.1 [bookmark: _Toc224048024]Variabel Dependen
Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi seseorang melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban pajaknya tepat waktu berdasarkan aturan yang berlaku, di mana wajib pajak yang taat akan membayar tagihan pajak sesuai nominal yang telah ditentukan dan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan seberapa baik wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan ini ditentukan oleh indikator yang diambil dari penelitian terdahulu oleh Wardani & Rumiyatun, (2017) yaitu:
1) Wajib pajak mengetahui jatuh tempo.
Jatuh tempo dalam pembayaran PKB adalah batas waktu yang menjadi tanggal terakhir harus memenuhi pembayaran pajak setiap tahunnya yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 
2) Ketepatan waktu dalam membayar pajak.
Ketepatan waktu dalam membayar PKB adalah saat wajib pajak membayar PKB sebelum atau tepat pada tanggal yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
3.1.2 [bookmark: _Toc224048025]Variabel Independen
Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain, yaitu variabel yang digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.
1. Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak adalah kondisi ketika seseorang menyadari kewajibannya dan membayar pajak berdasarkan kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Kesadaran dapat muncul dari motivasi dan refleksi diri bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi akan menjalankan kewajiban perpajakannya termasuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda dengan niat dan rasa tanggung jawab pribadi, sehingga proses pembayaran pajak dapat dilakukan secara sukarela, dan tepat waktu. Menurut Rahayu (2017:194) dikutip oleh Pangestu & Iswara, (2022) indikator kesadaran wajib pajak meliputi:
1) Keinginan wajib pajak untuk membayar pajak.
2) Pengetahuan wajib pajak mengenai manfaat dan tujuan pajak.
3) Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Tingkat Penghasilan
Tingkat penghasilan adalah hasil dari aktivitas ekonomi yang memberikan imbalan berupa uang atau barang dalam suatu periode tertentu. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak memerlukan kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan pembayaran. Oleh karena itu, tingkat penghasilan menjadi tolak ukur yang menetukan kemampuan seseorang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Menurut Marpaung et al., (2024) indikator tingkat penghasilan meliputi:
1) Sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan.
2) Taat membayar pajak meskipun penghasilan rendah.
3) [bookmark: _Toc201778695][bookmark: _Toc201826942][bookmark: _Toc202414158][bookmark: _Toc202441870][bookmark: _Toc202444391]Jumlah penghasilan tidak menghalangi dalam membayar pajak.
3. Perkembangan Infrastruktur
Perkembangan infrastruktur adalah peningkatan kualitas dan ketersediaan fasilitas yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah. Wajib pajak yang membayar pajak umumnya mengharapkan dampak nyata dari penggunaan dana pajak, termasuk dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah. Oleh karena itu, perkembangan infrastruktur dapat menjadi tolak ukur bagi wajib pajak dalam menilai manfaat pajak serta memengaruhi kepatuhan mereka untuk terus melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Damayanti et al., (2025) indikator perkembangan infrastruktur meliputi:
1) Ketersediaan infrastruktur jalan yang layak dan aman.
2) Kualitas dan pemerataan infrastruktur jalan.
3) Ketersediaan fasilitas infrastruktur yang mendukung pelayanan pajak.
4) Manfaat langsung infrastruktur terhadap aktivitas dan mobilitas wajib pajak.




[bookmark: _Toc216026502][bookmark: _Toc219957990][bookmark: _Toc220273588][bookmark: _Toc224078647][bookmark: _Toc224078791]Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukur Variabel
	Variabel
	Definisi Operasional Variabel
	Indikator
	Sumber

	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
	Sikap wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya secara sukarela dan sesuai aturan yang berlaku.
	1. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo
	Wardani & Rumiyatun, (2017)

	
	
	2. Ketepatan waktu dalam membayar pajak
	

	Kesadaran Wajib Pajak (X1)
	Kondisi wajib pajak menyadari dan dengan sukarela melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga dari suatu negara.
	1. Keinginan wajib pajak untuk membayar pajak
	Rahayu (2017:194) dikutip oleh Pangestu & Iswara, (2022)

	
	
	2. Pengetahuan wajib pajak mengenai manfaat dan tujuan pajak
	

	
	
	3. Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak
	

	Tingkat Penghasilan (X2)
	Tingkat penghasilan merupakan tolak ukur wajib pajak dalam keikhlasannya menggunakan kemampuan finasial untuk menunaikan kewajiban sebagai warga negara yaitu melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
	1. Sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan
	Marpaung et al., (2024)

	
	
	2. Taat membayar pajak meskipun penghasilan rendah
	

	
	
	3. Jumlah penghasilan tidak menghalangi dalam membayar pajak
	

	Perkembangan Infrastruktur (X3)
	Perkembangan infrastruktur merupakan salah satu hasil dari pemanfaatan dana pajak yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh wajib pajak dalam berbagai aktivitas sehari-hari, baik untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun mobilitas masyarakat. Infrastruktur yang baik juga dapat menjadi nila dan tolak ukur bagi wajib pajak dalam menilai sejauh mana pajak yang dibayarkan memberikan manfaat bagi pembangunan. 
	1. Ketersediaan infrastruktur jalan yang layak dan aman
	Damayanti et al., (2025)

	
	
	2. Kualitas dan pemerataan infrastruktur jalan
	

	
	
	3. Ketersediaan fasilitas infrastruktur yang mendukung pelayanan pajak
	

	
	
	4. Manfaat langsung infrastruktur terhadap aktivitas dan mobilitas wajib pajak
	


Sumber: Penelitian Terdahulu (2025)
[bookmark: _Toc224048026]3.2 Populasi dan Sampel Penelitian
[bookmark: _Toc224048027]3.2.1 Populasi
	Populasi adalah subjek yang akan diukur dalam penelitian. Sugiyono (2023) mendefinisikan istilah “populasi” sebagai “suatu wilayah yang mencakup subjek dan objek penelitian yang menjadi sasaran peneliti untuk diukur dan diamati berdasarkan ciri-ciri yang telah ditetapkan peneliti, dengan tujuan memperoleh kesimpulan penelitian”. Populasi bukan hanya mencakup orang, tetapi juga mencakup individu dan benda. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Induk Kota Samarinda pada tahun 2024 dengan jumlah sebanyak 896.678 wajib pajak.
3.2.2 [bookmark: _Toc224048028]Sampel
Menurut Sugiyono (2023), sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi dan digunakan sebagai sumber data penelitian. Sampel penelitian ini terdiri dari 120 wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus Rule of Thumb. Menurut Hair et al., (2017) penentuan jumlah sampel dalam penelitian dengan metode PLS-SEM dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman 10 times rule, yaitu jumlah sampel minimal ditentukan sebesar 10 kali jumlah indikator yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan pedoman tersebut, penelitian ini menggunakan ketentuan sepuluh kali jumlah indikator untuk menentukan jumlah sampel minimal. Penelitian ini menggunakan 12 indikator, sehingga jumlah sampel minimum yang dibutuhkan adalah:



	Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 120 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah puposive sampling, karena pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2023), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria dalam menentukan sampel yang sejalan dengan penelitian akan disajikan dalam tabel berikut.
[bookmark: _Toc215464581][bookmark: _Toc216026503][bookmark: _Toc219957991][bookmark: _Toc220273589][bookmark: _Toc224078648][bookmark: _Toc224078792]Tabel 3. 2 Daftar Sampel Penelitian
	No.
	Kriteria Sampel

	1.
	Wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Samarinda pada tahun 2024.

	2.
	Wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan pribadi milik sendiri.

	3.
	Wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan beroda dua ataupun beroda empat.


                      Sumber : Pengembangan dalam Penelitian Ini (2025) 
[bookmark: _Toc224048029]3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
[bookmark: _Toc224048030][bookmark: _Toc202466867][bookmark: _Toc202504408]3.3.1 Jenis Data
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2023), data kuantitatif adalah data berupa angka yang dapat diukur. Kuantitatif merupakan penelitian tradisonal menggunakan data berupa angka dan analisis berupa statistik sehingga dapat terukur, rasional, dan sistematis.
[bookmark: _Toc224048031]3.3.2 Sumber Data
Sumber data penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui responden yang menjadi objek penelitian, tanpa melalui perantara, sehingga mencerminkan kondisi sebenarnya. Kusioner merupakan perantara untuk memperoleh data dari responden sebagai sumber utama dalam penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan pribadi dan terdaftar di SAMSAT Kota Samarinda tahun 2024.
[bookmark: _Toc224048032]3.3.3 Teknik Pengumpulan Data
Penulis mengumpulkan data melalui survei berbasis angket (kuesioner). Menurut Sugiyono (2023), kuesioner adalah metode untuk mengumpukan data  yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden untuk dijawab sesuai dengan pendapat responden.
Kuesioner dalam penelitian ini akan dibagikan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor pribadi dan berdomisili di Kota Samarinda. Kuesioner disusun secara online menggunakan Google Form agar memudahkan proses pengumpulan data. Tautan kuesioner akan dikonversi menjadi kode batang (barcode) sehingga responden dapat mengakses dengan mudah melalui pemindaian menggunakan handphone. Peneliti akan melakukan pengumpulan data secara langsung di Kantor Samsat Kota Samarinda untuk memastikan kuesioner diisi oleh responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. 
Penelitian ini menggunakan Skala likert sebagai dasar penilaian pada kuesioner yang jika pernyataan positif maka akan menggunakan rentang nilai tertinggi 5 untuk jawaban sangat setuju (SS) dan nilai terendah 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS), lalu untuk pernyataan yang mengandung kalimat negatif maka menggunakan rentang nilai 1 untuk jawaban sangat setuju (SS) dan nilai 5 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS), yaitu:
[bookmark: _Toc215464582][bookmark: _Toc216026504][bookmark: _Toc219957992][bookmark: _Toc220273590][bookmark: _Toc224078649][bookmark: _Toc224078793]Tabel 3. 3 Skala Likert (Pernyataan Positif)
	Skor
	Keterangan
	Kode

	1
	Sangat Tidak Setuju
	STS

	2
	Tidak Setuju
	TS

	3
	Kurang Setuju
	KS

	4
	Setuju
	S

	5
	Sangat Setuju
	SS


                           Sumber : Sugiyono (2023)
[bookmark: _Toc219957993][bookmark: _Toc220273591][bookmark: _Toc224078650][bookmark: _Toc224078794]Tabel 3. 4 Skala Likert (Pernyataan Negatif)
	Skor
	Keterangan
	Kode

	5
	Sangat Tidak Setuju
	STS

	4
	Tidak Setuju
	TS

	3
	Kurang Setuju
	KS

	2
	Setuju
	S

	1
	Sangat Setuju
	SS


                           Sumber : Sugiyono (2023)
[bookmark: _Toc224048033]3.4 Alat Analisis Data
Penelitian ini menggunakan alat analisis data berupa software, yaitu SmartPLS 4.0 sebagai alat untuk menghitung dan menganalisis data dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). 
[bookmark: _Toc224048034]3.4.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif merupakan alat analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara apa adanya, tanpa tujuan untuk membuat kesimpulan umum (Sugiyono, 2023). Analisis deskriptif dapat meringkas data penelitian untuk memberikan gambaran mendalam mengenai aspek dan detail dalam dataset. Teknik statistik deskriptif meliputi penyajian data berupa tabel, grafik, dan diagram, serta perhitungan ukuran pemusatan untuk memberikan gambaran awal untuk analisis selanjutnya.
[bookmark: _Toc224048035]3.4.2 Metode Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM)
Metode Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) merupakan metode pengolahan data dalam penelitian ini dengan bantuan aplikasi SmartPLS 4. Metode PLS-SEM digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antar variabel laten dalam penelitian, sehingga dapat menunjukkan seberapa kuat pengaruh keterkaitan variabel penelitian (Ghozali & Kusumadewi, 2023).  PLS-SEM terdiri dari 2 (dua) sub model yaitu model pengukuran (outer model) dan model srtukrural (inner model).
[bookmark: _Toc224048036]3.4.3 Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)
Model pengukuran menggambarkan cara variabel manifest atau yang diamati mewakili variabel laten yang ingin diukur (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Evaluasi serta pengujian kuesioner dan hipotesis sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan dalam penelitian. Agar data yang diperoleh dapat diandalkan (reliabel) dan akurat (valid), kuesioner perlu dilakukan tahap pengujian validitas dan reliabilitas terlebih dahulu, sehingga penelitian dapat mengukur variabel dengan tepat.
1. Uji Validitas
Uji validitas merupakan proses pengukuran data untuk setiap item pertanyaan dalam kuesioner guna menentukan apakah data tersebut dapat dinyatakan valid atau tidak. Berdasarkan Sugiyono (2023), data dianggap valid apabila terdapat kesesuian antara data yang ada pada objek penelitian dan data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti.
Uji validitas berfungsi sebagai instrument untuk menilai apakah data yang diperoleh dari penelitian dapat dikategorikan sebagai valid atau tidak, dengan kuesioner sebagai alat pengukurannya. Menurut Ghozali & Kusumadewi (2023), data dianggap valid jika memiliki loading factor lebih dari 0,7 terhadap konstruk yang dituju. Validitas data diuji melalui convergent validity dan discriminant validity.
1. Convergent Validity
Convergent validity merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana indikator-indikator pada suatu variabel laten mampu menjelaskan konstruk yang diwakilinya. Penilaian ini dilihat dari nilai loading factor setiap indikator terhadap konstruknya, yang dihitung melalui metode PLS. Selain itu, convergent validity juga dapat diukur menggunakan Average Variance Extracted (AVE), yang menunjukkan seberapa besar varians indikator yang berhasil dijelaskan oleh konstruk.
1) Jika nilai AVE > 0,5 = valid.
2) Jika nilai AVE < 0,5 = tidak valid.
2. Discriminant Validity 
Discriminant validity digunakan untuk menilai apakah suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya dalam model. Pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai square root of AVE dari setiap konstruk dengan nilai korelasinya terhadap konstruk lain. Suatu konstruk dinyatakan memiliki discriminant validity yang baik apabila nilai akar kuadrat AVE lebih besar daripada korelasi dengan konstruk lain dalam model.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah instrumen pengukuran untuk menentukan apakah alat dalam kuesioner dapat diandalkan atau dipercaya dalam mengukur variabel. Berdasarkan Sugiyono (2023), ukuran yang reliabel adalah ketika pengukuran pada suatu objek, meskipun dilakukan berulang kali, tetap menghasilkan data yang sama. Menurut Ghozali & Kusumadewi (2023), variabel dinyatakan reliabel dengan kriteria sebagai berikut:
1) Jika nilai Cronbach Alpha, rhoA dan Construct Reability > 0,70 maka reliabel.
2) Jika nilai Cronbach Alpha, rhoA dan Construct Reability < 0,70 maka tidak reliabel.
[bookmark: _Toc224048037]3.4.4 Pengujian Model Struktural (Inner Model)
Model struktural menggambarkan kekuatan estimasi diantara variabel laten atau konstruk (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Beberapa komponen item yang digunakan untuk menilai model struktural meliputi:
1. Uji R-Square
Uji R-Square digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Menurut Hair et al., (2017) nilai R-Square dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu, 0,75 menunjukkan model yang kuat (substantial), 0,50 menunjukkan model yang sedang (moderate), dan 0,25 menunjukkan model yang lemah (weak). Nilai R-square hanya digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen, yaitu kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
2. Uji F-Square
Uji F-Square digunakan untuk menilai besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta melihat kontribusi variabel tersebut terhadap peningkatan nilai R-Square. Menurut Hair et al., (2017), nilai F-Square di bawah 0,02 menunjukkan tidak ada efek, sebesar 0,02 menunjukkan efek kecil, 0,15 menunjukkan efek sedang, dan 0,35 menunjukkan efek besar.
[bookmark: _Toc224048038]3.4.5 Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel laten (eksogen dan endogen) dalam model penelitian berpengaruh signifikan atau tidak (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Dalam metode PLS-SEM, pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai p-value dan koefisien jalur (path coefficient). Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai p-value < 0,05 dan koefisiennya menunjukkan arah positif.
[bookmark: _Toc224048039]3.5 Pilot Test
Tahap awal pengujian kuesioner yang dilakukan sebagai uji coba dengan tujuan untuk memastikan bahwa pernyataan dan pertanyaan dalam kuesioner sudah jelas, relevan, dan sesuai dengan pemahaman responden. Responden juga diminta untuk memberikan masukan apabila terdapat pernyataan atau pertanyaan yang dianggap kurang jelas atau perlu diperbaiki. Tahap pilot test dilakukan dengan melibatkan 30 responden di luar responden utama dalam penelitian ini.
[bookmark: _Toc224048040]3.5.1 Uji Validitas
Uji validitas pada pilot test penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4.0. Uji validitas dilakukan untuk menilai pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian secara tepat. Uji validitas meliputi pengukuran convergent validity dan discriminant validity. Menurut Hair et al., (2017) indikator dengan nilai  outer loading > 0,70 dinyatakan valid dan langsung dipertahankan, sementara itu, indikator dengan nilai outer loading > 0,40 dan < 0,70 perlu dievaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan AVE dan reliabilitas internal. Oleh karena itu, berikut merupakan hasil uji validitas pilot test berdasarkan nilai outer loading masing-masing indikator pada setiap variabel penelitian sebagai bagian dari pengujian convergent validity:
[bookmark: _Toc219957994][bookmark: _Toc220273592][bookmark: _Toc224078651][bookmark: _Toc224078795]Tabel 3. 5 Hasil Uji Validitas Pilot Test
	Variabel
	Item
	Outer Loading
	Keterangan

	Kesadaran Wajib Pajak (X1)
	X1.1
	0.883
	Valid

	
	X1.2
	0.803
	Valid

	
	X1.3
	0.687
	Valid

	Tingkat Penghasilan (X2)
	X2.1
	0.880
	Valid

	
	X2.2
	0.918
	Valid

	
	X2.3
	0.764
	Valid

	Perkembangan Infrastruktur (X3)
	X3.1
	0.810
	Valid

	
	X3.2
	0.708
	Valid

	
	X3.3
	0.901
	Valid

	
	X3.4
	0.624
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
	Y.1
	0.911
	Valid

	
	Y.2
	0.917
	Valid


Sumber: Hasil olahan Data Primer (2025)
Berdasarkan tabel 3.5, hasil uji validitas pilot test menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memiliki loading factor > 0,70. Meskipun terdapat dua indikator dengan nilai < 0,70 yaitu, X1.3 dan X3.4, indikator tersebut tetap dipertahankan karena selain melihat nilai dari loading factor, validitas juga dapat dilihat dari nilai AVE > 0,5.
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	Variabel
	Nilai AVE
	Keterangan

	Kesadaran Wajib Pajak
	0.632
	Valid

	Tingkat Penghasilan
	0.734
	Valid

	Perkembangan Infrastruktur
	0.590
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	0.835
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2025)
Berdasarkan tabel 3.6, menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai AVE > 0,5 yang artinya valid dan memenuhi syarat.
Selanjutnya, dilakukan uji discriminant validity untuk menguji dan mengetahui struktur variabel laten sebenarnya berbeda dari variabel laten lainnya. Uji validitas diskriminan dilakukan dengan melihat nilai cross loading pada setiap indikator serta nilai korelasi antar variabel. Suatu variabel dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik apabila nilai AVE lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk, dengan ketentuan nilai AVE > 0,5.
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	Variabel
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1.1
	0.883
	0.265
	0.198
	0.516

	X1.2
	0.803
	0.110
	-0.191
	0.403

	X1.3
	0.687
	0.193
	0.087
	0.276

	X2.1
	0.235
	0.880
	0.316
	0.455

	X2.2
	0.213
	0.918
	0.227
	0.469

	X2.3
	0.166
	0.764
	0.294
	0.303

	X3.1
	-0.074
	0.138
	0.810
	0.202

	X3.2
	-0.102
	0.272
	0.708
	0.203

	X3.3
	0.086
	0.244
	0.901
	0.354

	X3.4
	0.199
	0.337
	0.624
	0.221

	Y.1
	0.462
	0.470
	0.266
	0.911

	Y.2
	0.489
	0.423
	0.345
	0.917


Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2025)
Berdasarkan tabel 3.7, terlihat bahwa setiap indikator memiliki nilai cross loading tertinggi pada setiap variabelnya masing-masing dibandingkan dengan variabel lainnya. Selain itu, nilai cross loading seluruh indikator lebih dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada setiap indikator dinyatakan valid dan telah memenuhi kriteria discriminant validity.
[bookmark: _Toc224048041]3.5.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas pada pilot test penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4.0. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana setiap pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat tanpa menimbulkan ambiguitas dalam pemahaman responden. Kriteria dalam uji reliabilitas pilot test dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach`s Alpha, dan Composite Reability > 0,70. Berikut adalah hasil uji reliabilitas pilot test:
[bookmark: _Toc219957997][bookmark: _Toc220273595][bookmark: _Toc224078654][bookmark: _Toc224078798]Tabel 3. 8 Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test
	Variabel
	Cronbach`s Alpha
	Composite Reability (rho_a)
	Composite Reability (rho_c)
	N of Items
	Keterangan

	Kesadaran Wajib Pajak (X1)
	0.714
	0.776
	0.836
	3
	Reliabel

	Tingkat Penghasilan (X2)
	0.820
	0.858
	0.892
	3
	Reliabel

	Perkembangan Infrastruktur (X3)
	0.763
	0.834
	0.849
	4
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
	0.803
	0.803
	0.910
	2
	Reliabel


Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2025)
Berdasarkan tabel 3.8, dapat dilihat bahwa nilai Cronbach`s Alpha, dan Composite Reability untuk seluruh variabel dalam penelitian ini adalah > 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan telah memenuhi syarat reliabilitas. Oleh karena itu, instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam pengumpulan data.
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LAMPIRAN 1 KUISIONER
Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Perkenalkan, saya Zeira Auralia Nuaradinta mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman program studi Akuntansi angkatan Tahun 2022. Saat ini saya sedang melakukan penelitian akhir (skripsi) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Penghasilan serta Perkembangan Infrastruktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda”.
Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i kiranya bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan daftar pertanyaan yang tertera. Data yang Bapak/Ibu/ Saudara/i berikan hanya untuk kepentingan penelitian ini dan akan sangat terjaga kerahasiaannya. Atas bantuan dan kesediaanya, saya ucapkan terima kasih. 
Hormat Saya
Peneliti


Zeira Auralia Nuaradinta    2201036202


IDENTITAS RESPONDEN
Nama				:
Alamat				:
Jenis Kelamin			:
				  ☐ Pria
				  ☐ Wanita
Usia				: 
				  ☐ 17-25
				  ☐ 26-35
				  ☐ 36-45
				  ☐ >45
Memiliki Kendaraan Pribadi	: ☐ Roda Dua		☐ Roda Empat
Pendidikan Terakhir		:
				 ☐ Tidak Tamat Sekolah Dasar			
				 ☐ SD			
				 ☐ SMP/SLTP
				 ☐ SMA/SLTA		
 ☐ Diploma/Vokasi			
    				 ☐ S1/S2/S3
*Pilih salah satu yang sesuai dengan jenis kelamin / usia / kepemilikan kendaraan pribadi / pendidikan Bapak/Ibu / alamat sesuai STNK
LEMBAR KUISIONER
Petunjuk Pengisian
1. Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda centang () pada pilihan jawaban yang ada.
2. Mohon mengisi pernyataan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Keterangan
SS	: Sangat Setuju	
S	: Setuju		
KS	: Kurang Setuju	
TS	: Tidak Setuju		
STS	: Sangat Tidak Setuju	

A. Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	No.
	Pernyataan
	SS
	S
	KS
	TS
	STS

	1.
	Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor
	
	
	
	
	

	2.
	Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu
	
	
	
	
	



B. Variabel Independen (X1): Kesadaran Wajib Pajak
	No.
	Pernyataan
	SS
	S
	KS
	TS
	STS

	1.  
	Saya bersedia dengan senang hati membayar pajak kendaraan bermotor tanpa adanya paksaan
	
	
	
	
	

	2. 
	Saya mengetahui bahwa pajak yang saya bayarkan akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kepentingan publik
	
	
	
	
	

	3. 
	Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak kendaraan bermotor
	
	
	
	
	









C. Variabel Independen (X2): Tingkat Penghasilan
	No.
	Pernyataan
	SS
	S
	KS
	TS
	STS

	1.  
	Saya menilai bahwa besaran pajak kendaraan bermotor masih dapat saya penuhi
	
	
	
	
	

	2. 
	Kondisi penghasilan saya tidak menjadi pertimbangan utama dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor
	
	
	
	
	

	3. 
	Pembayaran pajak kendaraan bermotor tetap saya perhatikan terlepas dari besar kecilnya penghasilan yang saya peroleh
	
	
	
	
	



D. Variabel Independen (X3): Perkembangan Infrastruktur
	No.
	Pernyataan
	SS
	S
	KS
	TS
	STS

	1.  
	Kondisi jalan diwilayah saya beraktivitas dinilai cukup mendukung untuk berkendara
	
	
	
	
	

	2. 
	Saya menilai kualitas jalan di wilayah tempat saya beraktivitas berada pada tingkat yang cukup beragam
	
	
	
	
	

	3. 
	Ketersediaan fasilitas pelayanan pajak membantu proses pembayaran pajak yang saya lakukan
	
	
	
	
	

	4.
	Saya merasakan adanya keterkaitan antara infrastruktur yang tersedia dengan aktivitas berkendara saya
	
	
	
	
	



























LAMPIRAN 2 TABULASI DATA UJI PILOT TEST
	No.
	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	No.
	Kesadaran Wajib Pajak

	
	
	
	
	

	
	Y.1
	Y.2
	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	

	1
	4
	4
	1
	3
	5
	5
	

	2
	3
	4
	2
	3
	3
	4
	

	3
	4
	4
	3
	2
	3
	3
	

	4
	5
	5
	4
	3
	4
	4
	

	5
	4
	4
	5
	3
	4
	4
	

	6
	4
	5
	6
	4
	3
	4
	

	7
	4
	5
	7
	4
	4
	4
	

	8
	3
	3
	8
	3
	5
	5
	

	9
	2
	2
	9
	2
	2
	4
	

	10
	3
	4
	10
	4
	4
	4
	

	11
	4
	4
	11
	3
	4
	3
	

	12
	5
	5
	12
	5
	4
	5
	

	13
	2
	4
	13
	4
	5
	5
	

	14
	2
	3
	14
	3
	2
	4
	

	15
	3
	5
	15
	5
	3
	5
	

	16
	4
	5
	16
	4
	3
	5
	

	17
	2
	2
	17
	2
	1
	4
	

	18
	3
	5
	18
	3
	3
	4
	

	19
	4
	4
	19
	5
	4
	5
	

	20
	4
	4
	20
	4
	5
	5
	

	21
	5
	5
	21
	5
	5
	5
	

	22
	1
	3
	22
	3
	4
	4
	

	23
	3
	4
	23
	5
	4
	4
	

	24
	3
	4
	24
	2
	2
	3
	

	25
	3
	3
	25
	4
	3
	3
	

	26
	4
	4
	26
	5
	5
	3
	

	27
	2
	3
	27
	4
	4
	4
	

	28
	3
	5
	28
	4
	4
	4
	

	29
	5
	5
	29
	5
	4
	5
	

	30
	5
	4
	30
	5
	4
	5
	










	No.
	Tingkat Penghasilan
	No.
	Perkembangan Infrastruktur

	
	
	
	
	

	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	

	1
	4
	4
	2
	1
	2
	4
	2
	2
	

	2
	4
	3
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	

	3
	5
	5
	5
	3
	4
	4
	4
	4
	

	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	

	5
	3
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	

	6
	4
	4
	4
	6
	4
	4
	5
	4
	

	7
	5
	5
	5
	7
	4
	5
	5
	5
	

	8
	4
	4
	4
	8
	3
	3
	3
	3
	

	9
	4
	4
	4
	9
	4
	4
	5
	4
	

	10
	4
	3
	3
	10
	4
	3
	3
	4
	

	11
	4
	4
	5
	11
	2
	5
	4
	3
	

	12
	4
	4
	5
	12
	4
	4
	5
	4
	

	13
	3
	4
	5
	13
	1
	2
	2
	5
	

	14
	5
	4
	5
	14
	4
	5
	4
	5
	

	15
	4
	3
	5
	15
	4
	4
	5
	4
	

	16
	5
	4
	5
	16
	5
	4
	4
	5
	

	17
	3
	3
	4
	17
	3
	4
	3
	3
	

	18
	4
	4
	4
	18
	4
	4
	3
	4
	

	19
	5
	5
	4
	19
	5
	4
	4
	5
	

	20
	3
	3
	4
	20
	4
	4
	4
	4
	

	21
	4
	4
	4
	21
	5
	5
	5
	5
	

	22
	2
	2
	2
	22
	4
	4
	4
	4
	

	23
	4
	3
	4
	23
	4
	5
	5
	4
	

	24
	3
	3
	2
	24
	5
	4
	4
	5
	

	25
	3
	2
	2
	25
	2
	2
	3
	3
	

	26
	5
	4
	4
	26
	3
	2
	3
	5
	

	27
	4
	4
	4
	27
	4
	4
	4
	5
	

	28
	4
	5
	5
	28
	4
	4
	4
	4
	

	29
	5
	5
	5
	29
	3
	4
	4
	4
	

	30
	5
	4
	3
	30
	3
	4
	5
	5
	












LAMPIRAN 3 HASIL EVALUASI OUTER MODEL
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